BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, masalah menjaga amanat masih perlu diperhatikan oleh banyak
pihak, lebih-lebih masalah besar yaitu korupsi yang kini hampir terjadi disemua
lingkungan, baik dikalangan eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun di
daerah. Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan
sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat mengakar dalam budaya hidup, perilaku,
dan cara berpikir.! Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang
merambah kesektor swasta sampai ketingkat RT yang jelas eksitensi korupsi dalam
bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugiaan.Ini menunjukan bahwasanya
kewenangan dalam menerapkan Undang-Undang tidak konsisten dan kurangnya

ketegasan dalam menerapkan isi kandungan Undang-Undang.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang
Dasar tahun 1945 untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu good governance dan good
government, maka diaturlah tatanan pemidanaan narapidana dalam satu aturan dan
petunjuk pelaksana sehingga terciptanya pelayanan pemerintah yang baik. Seperti
kasus Gayus Tambunan, kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri,
diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas melakukan

penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes

! M. Nurul Irfan “Korusi Dalam hukum Pidana Islam” (Jakarta, Pena Grafika, 2012) hal.4
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Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal
berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus
seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil
penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan
dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan
uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya,
terkait dana Rp.25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata
uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih.
Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp. 25

miliar di rekening Bank Panin milik Gayus.

Penolakan oleh MA terhadap upaya PK Gayus ini tetap menguatkan putusan
upaya kasasi sebelumnya sehingga Gayus Tambunan harus menjalani hukuman
penjara selama 30 tahun. Hukuman selama itu merupakan akumulasi dari 12 tahun
penjara untuk kasus keberatan pajak yang diajukan oleh PT Surya Alam Tunggal, 8
tahun penjara dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, 2 tahun penjara
dalam kasus pemalsuan paspor
dan § tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.
Keputusan yang diambil oleh MA setahap demi setahap memberikan keyakinan

bahwa ada keadilan di negeri ini.

Terpidana kasus mafia pajak Gayus Halomuan Tambunan yang mendekam di
Lapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri

1436 Hijriah selama satu bulan 15 hari.



Hal ini merupakan suatu yang berlebihan dalam memberikan keputusan
pengurangan hukuman (Remisi) yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Mereka
sudah mengeruk uang Negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat
sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya
dimiskinkan. Dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Memang penjara bukanlah tempat
untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh
menikmati keistimewaan termasuk mendapat Remisi. Menghukum seseorang
koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri,
melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar

mengurungkan niat merampok uang Negara.

Pemberantasan korupsi harus bebas dari praktik menyimpang pemberian Remisi.
Kita telah bersepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka harus ada
upaya luar biasa.Perubahan aturan mengenai Remisi harus dilakukan. Jihad aparat
penegak hukum juga harus diimbangi dengan memperkecil Remisi koruptor. Jangan
samakan besaran Remisi Narapidana kasus korupsi dengan Narapidana biasa.
Penyimpangan yang telah terjadi harus ditindak tegas. Pejabat pemberi Remisi yang

menyimpang pun harus mendapat sanksi.

Kalau kita meninjau kembali kebijakan Remisi dalam Undang-Undang, maka
seorang narapidana harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu intinya

menaati peraturan yang ada di Lembaga Permasyarakatan.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang No.12 tahun 1999
tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan
pengurangan masa hukuman (remisi). Dalam memperoleh remisi harus memenuhi

beberapa persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan



remisi. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap
menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga

Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (1) “permasyarakatan adalah
kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan
system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir darinsistem
pembinaan dalam tata peradilan”. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat
(1) “Warga binaan pemasyarakatan, Terpidana, Narapida, Anak Didik
Permasyarakatan Klien Permasyarakatan, LAPAS, BAPAS adalah warga binaan
permasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Dididk Permasyarakatan, Klien
Pemasyarakatan, LAPAS, BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”. Keputusan Presiden RI No. 174
tahun 1999 tentang remisi dalam pasal 1 ayat (1) “Remisi adalah pengurangan masa
pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah bekelakuan
baik selama menjalani pidana”. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
undangan, keputusan menteri kehakiman dan HAM RI No. M.04-HN.02.01 tahun
2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan Anak Pidana, Keputusan Menteri
Kehakiman dan HAM RI No. M.03-PS.01.04 tentang Tata Cara Pengajuan
Pemohonan Remisi Bagi narapidana yang Menjalani Pidana Semur Hidup Menjadi
Pidana Penjara Sementara. Dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut
diharapkan pemerintah benar-benar memperhatikan dalam memutuskan untuk

memberikan Remisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang,



disamping juga memperhatikan tolak ukur yang menjadi sebuah pertimbangan

sebelum memutuskan pemberian Remisi.

Dalam pemberian Remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku
atau perbuatan para Narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan
pemberian Remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di
Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun kenyataannya
peraturan pemerintah tentang pemberian Remisi tidak berjalan dengan stabil dan

kurang ditegakkannya peraturan dalam menjalankannya.

Di Indonesia, memerlukan aturan-aturan hukum yang majemuk sehingga dapat
terciptanya sebuah keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya
tujuan yang dicapai bangsa Indonesia itu masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan

damai untuk bisa hidup tentram berdampingan bersama masyarakat lainnya.

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori
jarimah ta’zir. Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana
pencurian atau perampokan. Sebab kedua tindak pidana tersebut masuk ke dalam
wilayah jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan dalam Alquran. Di samping
itu tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah pencurian. Dalam tindak pidana
korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan

pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya.?

Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta’zir,
namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bias jadi lebih besar dari pencurian
dan perampokan, bentuk hukuman ta’zir dapat berupa pemecatan, hukuman penjara,

atau hukuman mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi Figh Jinayahnya

2 M. Nurul Irfan dan masyrofah “Figh Jinayah” hal 194



yang biasa disebut dengan istilah Pemaafan. Dalam hokum islam pengampunan lebih

diutamakan daripada pelaksanaan kisas. 3

Pengampunan adalah salah satu sebab hapusnya sanksi ta’zir meskipun tidak
menghapuskan seluruhnya. Para fuqaha membolehkan dalil tentang kebolehan

pemaafan dalam kasus ta’zir . Rasulullah Saw bersabda:

“Terimahlah kebaikannya dan maatkanlah kejelekannya’ (HR.Muslim )

Dalil diatas meskipun dijadikan dalil oleh fugaha,* akan tetapi tampaknya untuk
pengampunan ini perlu dibedaka antara jarimah yang berkaitan dengan Allah atau
hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan perorangan. Dalam ta’zir yang
berkaitan dengan hak perorangan pengampunan itu dapat menghapuskan hukuman,
bahkan bila pengampunan itu diberikan sebelum mengajukan penggugatan, maka
pengampunan itu juga menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam ta’zir yang
berkaitan dengan Allah sangat tergantung terhadap kemaslahatan, artinya bila Ulil
Amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dalam memberikan maaf

daripada pelaku dijatuhi hukuman maka Ulil Amri dapat memberikan kemaafannya.

Al-Mawardi berpendapat sehubungan dengan pengampunan ini sebagai berikut :°

a. Bila hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka
Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta’zir atau memaafkannya.
b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh
korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri

untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada

3 Abdul Azis Dahlan, et.al., (eds), “Eksiklopedi Hukum Islam” Jilid 4 hal 30
* Djazuli “Figh Anti Korupsi” hal.224
5 A. Djazuli “Figh Jinayah” hal 226



yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan

gugatan oleh korban. pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah Al-Zubair.

Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat
ulama’ lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak
jama’ah, baik sebelum maupun sesudah gugatan oleh korban maka tidak dapat

dihapus.

Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih tepat dalam jarimah ta’zir yang
merupakan gabungan anatara hak jama’ah dan hak perorangan. Lain halnya bila
dalam jarimah yang murni berkaitan dengan hak Allah atau jama’ah. Dalam kasus
jarimah macam pertama harus perorangan yang dapat memaafkannya, sedangkan

untuk kasus jarimah macam kedua hanya Ulil Amri yang dapat memaafkannya.

Serta taubat juga dapat menghapus sanksi ta’zir apabila jarimah yang dilakukan
oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan hak Allah / hak jama’ah®, taubat
menunjukkan hanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan,
menjauhkan diri darinya, dan adanya niat yang kuat untuk tidak kembali
melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan
satu indicator lagi, yaitu melepaskan kedzaliman yang dalam hal ini adala meminta

maaf kepada korban.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik ingin mengadakan penelitian
dan ingin mengetahui lebih jauh permasalahan diatas, kemudian akan dituangkan
dalam sebuah skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi Kepada

Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.

6 Ibid,,228



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari paparan Latar Belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam
pembahasan ini adalah:
1. Pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan KEPPRES
RINO 174 TAHUN 1999.
2. Pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum

pidana Islam.

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Aturan pemberian Remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan
KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana remisi kepada pelaku
tindak pidana korupsi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana aturan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi
dalam prespektif hukum positif ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi bagi

pelaku tindak pidana korupsi?

D. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas



bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian yang telah ada.” Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini
adalah:

1. Skripsi karya Inayatur Rahman mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana ( Analisis Yuridis
Keppres RI No 174 tahun 1999 )” skirpsi ini memberikan gambaran
pemberian remisi menurut filsafat hukum islam sehingga memberikan
perbedaan dengan skripsi yang penulis buat karena berbeda dilihat dari sudut
pandangnya.

2. Skripsi Zainal Arifin (05370026) oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada
Narapidana”. Skripsi ini membahas tentang pemberian Remisi pada
narapidana dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis
lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian Remisi
terhadap koruptor di Indonesia ditinjau dari segi hukum pidana Islam

3. Skripsi Muhammad Hariri (CO3205021) oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel
Surabaya “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan KEPRES
No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi Dalam Kasus Pembunuhan. Sedangakan
penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang
pemberian Remisi terhadap koruptor di Indonesia dari sudut pandang hukum

pidana Islam.

7 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi (Surabaya: t.p.,2016), hal 8
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E. Tujuan Penelitian
Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas
pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar hukum dan sistem pemberian remisi kepada pelaku tindak
pidana korupsi dalam prespektif hukum positif.
b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem pemberian remisi kepada

pelaku tindak pidana korupsi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiranatau pedoman
untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah
serta dapat bermanfaat memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang
pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang di tinjau dari
hukum pidana islam.

2. Dari segi praktis, dapat digunakan sebagai lahan pertimbangan dalam
pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Serta bermanfaat
pula bagi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan

ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

G. Definisi Operasional
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Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis

merasa perlu mendifinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.

Remisi berasal dari kata remissio yang berasal dari bahasa latin yang berarti
potongan/pengurangan hukuman. Sedangkan menurut istilah, Remisi adalah
pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman seumur
hidup menjadi hukumana terbatas. Dalam keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang
Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani
pidana. Di Indonesia Remisi secara umum biasanya diberikan pada saat-saat
hari besar atau peringatan, yaitu pada setiap peringatan Proklamasi
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

Korup adalah suka menerima uang sogok atau dapat disogok (menguasai
kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sedangkan koruptor orang yang
melakukan korupsi atau orang yang menggelapkan uang Negara bisa juga di
perusahaan ditempat kerjanya.

Hukum Pidana Islam Adalah ilmu tentang ketentuan-ketentuan hukum syara
yang digali nash-nash keagamaan, baik Al-Qur’an maupun hadis, tentang
kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan
atau menyangkut seluruh aspek pancajiwa syariat yang terdiri dari agama,
jiwa, akal kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar
pancajiwa syariat tersebut. Dengan demikian istilah hukum pidana Islam

sama dengan figh Jinayah.
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H. Metode Penelitian
1) Data Yang Dikumpulkan
a. Undang-undang mengenai remisi serta KEPPRES RI NO 174 TAHUN
1999.
b. Ketentuan tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana
korupsi menurut hokum pidana Islam yang dapat diperoleh dari

literasi-literasi.

2) Sumber Data
a. Sumber primer
Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen-
dokumen yaitu UU No.12 tahun 1995 serta PP No. 32 tahun 1999
sebagai pokok yang dianalisis dari skripsi ini.
b. Sumber sekunder
Bahan sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau
menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan
penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-

buku serta apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian,.

1) Teknik pengumpulan data
Jenis penelitian ini adalah Library Research atau studi kepustakaan.
Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisah dari
suatu penelitian. Teoro-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan

diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Melalui studi
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kepustakaan juga dapat diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau
yang ada kaitannya dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya sehingga dapat memangfaatkan semua informasi dan

pemikiran-pemikiran yang relavan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Teknik pengolahan data

Penulis akan memaparkan dan mendeskrisipkan semua data yang penulis

dapatkandengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama
kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara
yang satu dengan yang lain.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

c. Analyzing, yaitu menganalisa data yang telah dideskripsikan dan

kemudian ditarik kesimpulan.

3) Teknis analisis data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunaakn
teknik deskriptif analisis verivikatif yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau
menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait
dengan pembahasan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam
skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu data-data yang diperoleh

secara umum yang kemudian dianalisis untuk dikumpulkan secara khusus.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi penulisan skripsi ini, serta
memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematik, maka penulis menyajikan
pembahasan skripsi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum pada isi tulisan.
Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab II, pada bab ini merupakan landasan teori hukum Islam terhadap korupsi
yang meliputi, definisi, macam-macam, jenis-jenisnya, dan sanksi hukumannya.

Bab III, dalam bab ini diuraikan tentang ketentuan Remisi menurut undang-
undang dan KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999.

Bab IV, merupakan bab yang memuat hasil analisis pemberian Remisi terhadap
koruptor dalam hukum positif, dan dan pemberian remisi terhadap koruptor menurut
hokum islam.

Bab V terakhir sebagai penutup. Bab ini sebagai akhir dari penilaian yang
meliputi kesimpulan dari bebagai permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya dan

akan disertakan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.



